A. Kesimpulan

BAB YV
PENUTUP

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-

bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

B. Saran

1.

Penyelesaian klaim asuransi dengan klausul ex-gratia bukan
merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan
asuransi dalam hal ini PT. Asuransi Jasindo Syariah. Hal ini
dikarenakan klausul ex-gratia sendiri hanya berdasarkan Standar
Operasional Prosedur Perusahaan dan tidak ada di dalam
kebijakan atau Peraturan Perundang-Undangan.

Pengaturan penyelesaian klaim berdasarkan klausul ex-gratia
mempunyai urgensi untuk dicantumkan dalam polis, agar ada
kepastian hukum. Apabila tidak diatur, maka tidak adanya
batasan sejauh mana ex-gratia itu sendiri bisa dipergunakan.
Tidak adanya batasan ini pula yang nantinya dapat digunakan
sewenang-wenang oleh oknum yang mengatasnamakan

tertanggung yang memiliki hubungan baik dengan penanggung.

Pengaturan mengenai penyelesaian klaim berdasarkan klausul ex-
gratia perlu dilakukan secara hati-hati dikarenakan tidak boleh
sampai menghilangkan arti kata dari ex-gratia itu sendiri,
sehingga nantinya pengaturannya bisa hanya berupa tambahan
khusus bagi perusahaan asuransi yang memiliki kebijakan
penyelesaian klaim berdasarkan klausul ex-gratia.

Adanya batasan-batasan tertentu mengenai hubungan baik yang
dianggap menjadi salah satu faktor besar yang menentukan

apakah penyelesaian klaim berdasarkan klausul ex-gratia itu
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diterima atau tidak. Hal ini dikarenakan jika hanya disebutkan
berdasarkan pertimbangan hubungan baik yang terjalin akan
rentan sekali disalahgunakan oleh oknum yang ingin

mendapatkan keuntungan.
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